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PERATURAN DALRAH KOTA MEDAN
NOMOR O TARUN 2017

TENTANG
PEDHIMAN PEMBENTUKAN LINOKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

DENCGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

WALL Korla MEDAN,

Menimbang 4. bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah
dalamm Tangka untuk mempereepat terwyjudnya
kesejahteraan  masvarakat melalul  peningiatan
pelavanan, pemberdayaan, dan  peran serta

masyvarakat schingga perlu pedoman unituk
membentuk lingkungan dan perangkatnya dalam
menduliung kelancaran pelakganaan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyvarakatan
di tingkat Kelurahamn;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam  huruf a periz membentui
Peraturan Traerah tentang Pedoman Pemhberntulan
Lingkungan, Pengangkatan, Dan Pemberhenfian
Kepala Lingkungari;

Mengingat 1. Pasal 18 ayvat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

2. LUndang-Undang Nomor & Drt Tahun 1956 leatang
Pembentukan Dacrah Oronom Kota-Kota Besar
Dalam  Lingkungan Daerah Propinsl Sumateta
Utara [Lembaran Negara Kcpublik  Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomor 1092

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 fentang
Pelavanan Publik {Lembaran Negara Repubibk
lndeonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
lermnbaran Negara Republik indonesia Nomor Z035).

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1entang
Aparatur Sipil Negara (L.embaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3393,



I

Lndang-Undang Neomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali tevakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tabhun 2014 Tentang TPemerintahan
Daerah  {Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lLembaran
Negara Republik indonesia Nomor 56761,

Lndang-Undang Nemer 30 Tahun 20104 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara
Repubhik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republilk [ndonesia
Nomor 2601};

Beraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
ientang  Perluasan  Daerah  Kotamadyva Medan
[Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1973
Nomaor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndomesia Nomor 3005],

Feraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
rentang Pembentukan Kecamatan Berastagl [Dan
Mardinding Di Wilavah  Kabupaten  Dacrah

Tingkat Il Kara, Kecamatan Pematang Bandar, Huta

Bayvu Rsja Dan Ujung Padang LD Wilavah
Kabupaten Daerah Tingkat 11  Simalungun,
Kecamatan  Parbuluan DI Wilavah  Kabuparten
Daerah Tingkat II Dain Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung. Medan lHelveila., Medan
Polonia. Medan Maimun, Medan Selavang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilavah Kotamadva
Daerah Tingkat [ Medan [Dalam Wilavah Propinsi
Daerah Tingkat 1 Sumateras Utara {lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67,

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
rentang  Pembentukan 18  [Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayvah Kabupaten-iKahupaten
Daerah Tingkat 11 Simalungun, Dam. Tapanub
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilavah Koitamadya aerah
Tingkat 11 Medan Dalam Wilayah Propimsl Daerah
Tingkat T Sumatera [Jtara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 63);



10. Peraturan Pemerintah Nomor Y3 Tahun 20005
tentang Kelurashan (Lembaran HNegara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan
Loembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4826);

12. Feraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
rentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat BDarrah (Lembaran Negara
Remibilik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

14. Peraturan Menterti Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasvarakatan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &0
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Praerah  (Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 20363;

16. Peraturan Daerazh  Kota Medan  Nomor 2
Tahun 20132 tentang Lembaga Kemasvarakatan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013
Nomor 2, Tambahan Lembaran Deaerall Kota Medan
Nomaor 1),

17. Peraturan  Daerah  Keota Medan Nomor 13
Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah
Kota Medan [Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 WNomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 3);

Bengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALl KOTA MEDAN



MEMUTUSKAN:

Meretaphan | PERATURAN DARRAH TENTANG PEDOMAN

FEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGRKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGARN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ind, vang dimaksud dengan:

1.

2.

LN

Naerah adalah Kota Medan.

Permerintahan Daerah adalah penvelenggaraan Lrusar
pemetintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakvat dasrah menorut asas otonome dan lugas pembaniuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnvya dalam sistem dan prinsip
Nesard  Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dintaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indoncesia
Tatiun 1915,

Pemerintah Dacrah adalabh Wallh Kota  sebagay unsur
penyelenggara Permmerintahan Daeral yang mernimpin
pelsksanaan urusan pemerintahan vang menjadl kewenangan
daerah otonom.

Wall Kota adalah Wali Kota Madan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yvang selanjutnyva disingkat
DPRD adalah  lembaga perwakilan ralkyvat dacrah vang
herkedudukan sebagal unsur penvelenggara Pemerintahan
Llacrat.

Camal adalah pemimpin dan koordinator penvelenggaraan
pemerintahan dr walavah kema kecamatan vang dalam
nelaksanann  ragasnva memperaleh pelimpahan kewenapgan
pemerintahan dart Wall Kota untuk menangani sebagian urusan
CLOTL0TT daerah, dan  menvelengparalkan FLIEAS LIImum

pemoermtahan,

Kecamatan adalah baglan wilayah darn Dacrah yvang dipimpin oleh
CArmat.

Lurab adalah kepala kelurahan yvang ada dalam wilavah kerja
hecamatar.

helurahan adalah bagian wilayah dan wilavah kecamatan vang
cdipimpin oleh Lurah,



_—————— .

10, Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional
kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan dan masvarakat
dalam wilavah keria tertentu dalam wilavah kelurahan.

11, bangkungan adalah bagian wilayah darni wilayah kelurahan yang
dipimpin oleh Kepala Lingkungan.

12. Bagian Wilayah Kerja adalah Wilayah vang tidak termasulk
Wilavah kelurahan lain.

13. Lembaga TMemberdayaan Masvarakat, vang selanjutnyva dismgkat
LPM adalah lembaga atau wadah vang dibentuk atas praliarsa
rasyvarakat schagal mitra pemerintah daerah dalam menampung
dan mewuwjudkan aspirasi serta kebutuhan masvarakat di bulang
pombaELnan.

14, Angegaran Pendapatan dan Belanja Daerah, vang selanjutnva
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah vang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Aparatur Sipil Negaras, vang selanjuinya disingkat A=ZN adalah
profesi bagl pegawal neger sipil dan pegawai pemerintab dengan
perjanzian kerja yvang bekena pada instans! pemecrntab,

16, Pegawal Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnva disebut Pegawal
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjaniian kerja yang diangkat oleh pejahat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undarigan.

17. Pegawai Negeri Sipil, vang selanjutnya disingkat PS8 adalah
warpa rnegara [ndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawal ASN  secara tetap oleh pejabat  pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahart.

BEAB
MAKSUD AN TUJUAN

Pasal 2

Poraturan Daerah  ini bermaksud  untuk  memperielas  dan
mempertegas landasan hukum terhadap keberadaan hingkungan
scbapai  bagian dari penyelenggara permerintahan i tinghat
kelurahan,



Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuar:

a.

b.

Ru

=l =Y o

(1)

(2}

{1

sebagai pedoman dalam pembentukan lingkungan, pengangkatan
dan pemberhentian kepala lingkungan; dan

memherikan kepastian hukum serta kewenangannya dalam
menjalankan tugas dan fungsinyva sebagal penvelenggara
pemerintahan di tingkat kelurahan.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 4

ang lingkup Peraturan Daerah im, meliputi:
pembentukan lingkungan,

kepala lingkungan,

persvaratan calon kepala lingkungan;

mekanisme pengangkatan calon kepala lingkungan;
kedudukan, tugas, dan fungsi kepala lingkurgan;
pemberhentian kepala lingkungan;

masa bakt kepala lingkungan;

pendanaan; dan

insentif,

BAB IV
PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Pembenttukan

FPasal >
Lingkungan dibentuk di wilayah kelurahan.
Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
Irerupa:
a. pemekaran lingkungan, dan

b penggabungan lingkungan.

Paragraf 1
Pemekaran Lingkungan

Pasal &

Permekaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
avat (2) huruf a berupa pemecahan lingkungan untuk menjadi
dua atau lebih lingkungan baru.



(2} Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
adalah merupakan hasil dari penataan wilayah lingkungan.

Paragraf 2
Penggabungan Lingkungan

Fasal 7

Penggabungan hngkungan sebagaimana dimakswd dalam Pasal 5
avat (2 huruf b berupa penggabungan dua lingkungan atau lebih
vang bersanding dalam satu kelurahan menjadi lingkungan baru.

Bagian Kedua
Persvaratan

Fasal 8

(1) Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
a. Jumilab pendudul;
br. luas wilayah;
c. bhagian wilavah kerja; dan
d. sarama dan prasarana pemerintaharn.

(2} Lingkungan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tudak lag
memenuhi persyvaratan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dapat dilakukan penataan atau penghapusarn.

(3} Penataan atau penghapusan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat tepjadi apabila ada pemekaran atau
penggabungan lingkungan atau karena sebab-sebab lain.

(4} Penataan alau penghapusan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada avat {3} dilakukan berdasarkan atas kajan oleh Tim Kajian
Pembentukan Lingkungan yvang dibentuk Wali Kota.

(5] Setelah Tim Kajian Pembentukan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4] melakukan pengkajian, maka hasil kajian
rersebut  disampaikan kepada Wali Kota untuk selanjutnya
diletapkan dalam satu Keputusan.

(6} Sebhelum Wall Kota menetapkan pembentukan  hngkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebth dahulu Wali Kota
meminta persetijuan kepada DPRED melalu rapat paripurna.



(1

(3)

[

Paragraf 1
Jumlah Pendudulc

Pasal ©

Pembentukan lingkungan berdasarkan atas jurntah pertlodulk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & avat (1} huruf a wanb
memiliki jumtah penduduk paling sedikit 150 [seratus hma puluh)
kepala Keluarga.

Pemmbentukan lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk
schapgaimana dimaksud pada ayat (1] dibcriakukan bag kawasan
perumahan dan permukiman.

Pernbentukan lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk
sehupaimana dimaksud pada ayat (1], dikecualikan bagi kawasan
perdapgangan /jasa, industrl, atau kawasan tertentu lamnya yvang
jumlah  pendudoknyva kurang dari 150 fiseratus lima pulub;
Kepala Keluarga.

Keterituan lebih lanjut mengenal penctapan kawasan tertenti
lainmya dalam pembentukan lingkungan herdasarkan atas jumlah
penduduk scbagaimana  dimaksud pada ayat (3] ditetapkan
dengan keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Luas Wilayah

Pasal 10

pembentukan  lingkungan berdasarkan  alas  luas witavah
sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 8 avat (1] huruf bowajib
memiliki luas wilavah minimal 1 (satu) hekuar.

Pembeniukan  lingkungan  berdasarkan  atas  luas  wilavah
schagnimana dimaksud pada ayat (1] dibertakukan bagl kawasan
perumahan dan permukiman.

Pembentukan  lingkungan berdasarkan atas luas wilavan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecalikan bag kawasan
perdagangan /jasa, industri, atau kawasan ftertentu lainmiva,

Ketentuan lebibh lanjul mengenad penetapan kawasan tertentu
lainnva dalam pembentukan lingkungan berdasarkan atas was
wilavah sebagaimana dimaksud pada ayat [3) ditetapkan dengan
Kepurtusan Walh Kota.



Faragrat 3
Bagian Wilayah Kerja

Pasal 11

i1] Pembentukan lingkungan berdasarkan atas bagian wilavah kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (1] hurud ¢ wanpb
memiliki peta lingkungan vang ditetapkan Pemerintah Daerah.

(2} Peta lingkungan sebagaimana dimaksud pada avat {1} harus
memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
mengenai penataan ruang daerah.

Paragraf 4
Sarana Dan Prasarana Pemerintahan

Pasal 12

Pembentulan Hngkungan berdasarkan atas sarana dan prasarana
pemrerintahan sebagaimana dimaksud dalam Tasal 5 avat (1) huruf d
wajib memiliki tempat pelayvanan masyarakat.

BAB V
KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 13

(1} Pada lngkungan diangkat seorang Kepala Lingkurgan yang
memimpin tugas penyelenggaraan hingkungan.

(2] Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada avat {1} diangkat
oleh Camat atas usulan Lurah dengan memperhankan saran atau
pencapat vang berkembang dalam masvarakat setemp:at.

(3] Pengangkatan Kepsla Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
avatl (¢} berlaku pada kawasan perumahan dan pennulkiman.

(4] Mengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
avat (2] dikecualikan kepada lingkungan yang wilavah
lingkungannya tidak memiliki penduduk atau lirngkungan vang
berada pada kawasan perdagangan/fjasa, industri. atau lawasan
tertentu lainnva vang ditetapkan Wali Kota.

Pengangkatran Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
avat (4 dapat diangkat langsung oleh Camal atas wedlan Lurah
vang domisilinya berada dalam wilavah kelurahan atau wilayvah
kelurahan lain dalam satu wilayah kecamatarn.

——
i
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BAB VI
PERSYARATAN CALON KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lingkungan harus
mementyhi persyaratan uwmum dan persvaratan admimsirast.

{2

Persvaratan umum sebagaimana dimaksud pada avat (1}, antara
Tt

a.
br.

a.

&

=

1.

TT1.

1.

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Diasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta memelbhara dan mempertahankan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal tka;

berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau
scderajal;

herusia 23 {dua puiuh tiga) tahun sampai dengan 55 (lima
rdluh lima) tahun pada saat pencalonan;

penduduk lingkungan setempat, yang terdaftar dan bertempat
ringgal paling kurang 2 (dua) tahun terakhir terhitung
sebelum diterimanya berkas pencaionan Kepaln Lingkungan
oleh Lurah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan kartu
Tanda Pendudulk;

erkelakuan baik, jujur, dan adil,

ridak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan
hukuman badan atau hukuman percobaan;

tidak sedang dicabut hak pilthnya berdasarkan atas putusan
nengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan aras
putusan pengadilan vang telah mempunyat kekuatan huloum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
kecualli 5 (lima] tahun setelah sclesal memalani pidana
penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa wvang bersangkutan pernah dipulana serta
bukan sebagai pclaku  kejahatan berulang-ulang  kecual
dalam hal narkoba;

bertempat tinggal di lingkungan setempat dalam wilavah
kelurahan selarma menjabat;

memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam
rangka pelavanan  pemerintahan, pembangunan, dan
kemasvarakatan,

tidale  sedang berstatus  sebagar  Pegawal ASN/Tenaga
Honorer/Tenaga Harian Lepas atau karyawan Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

tidak sedang menjadi anggota partal politik dan/atau tidak
sedang menduduki jabatan politik; dan

tidak menuntut untuk diangkat menjad: Pegawai ASN.
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Persvaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada avat (1),

antara lain;

a. fotokopt ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yvang
hwerwenang,

. fotokopi Kartu Tanda Penduduk vang telah dilegalisir oleh
Camart;

c. fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisit oleh pejabat
vang berwenang,

d. Surat Keterangan Berbadan 3Sehat vang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Pemerintah atau Pusat Kesehatan Massvaraliat
[Puskesmas|;

e. surat Reterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepohisan
Fepublik Indonesia:

{ Surat Keterangan Tidak Terlibat Narkoba dan rumah sakit
permerintah; dan

g. pasfoto ukuran 4 x 6 om latar belakang warma merah,
sebanvak 3 (tiga] lembar.

BAB VII
MEWANISME PENGANGRKATAN CALON KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 15

Calon Kepala Lingkungan diusulkan oleh Lurah kepada Camat
dengan memperhatikan saran atau pendapat vang berkembang
dalatn masvarakat setempat.

Pernigusulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
avat (1} paling banvak berjumiah 3 (tiga}] orang calon kepaia
hngkungan,

Screlan Camat mencrima usulan Kepala Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada avat {1} dan ayat {2}, Camal wajib metakukan
penelitian dan  verifikasi wsulan  calon  Kepala Lingkungan
rersebiut,

Setelalh  rdilakukan penelitian  dan  verilikasi sebagaimana
dimaksud pada avat (3], maka Camat dapal menerbitkan
keputusan Camat tentang Pengangkatan Kepala Limghkungan
dengan tembusannya disampailkan kepada Wall Kora.
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BAB VI
KEDLUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEPALA LINGRUMGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

FPasal 16

(1] kedudukan  Kepala  Lingkungan adaiah schapal penibantu
pelaksanaan tugas operasional Kelurahan yang membawahi satu
lingkungan,

{2] Kepala Lingkungan bukan sebagal bagian dari  perangikat
keluoralhan.

Bagian Kedua
Tugas

Pagal 17

Tugas Kepala Lingkungan adalah membantu Lurah dalam
penvelenggaraan  urusan  pemerintahan,  pembangunan, dan
pemberdavaan masvarakat dalam wilayah hngkungan.

Ragian Ketiga
Fungs

Pasal 18

Nepala  Lingkungan  dalam  melaksanakan  fiigas sehagaimana

Jdimnaksud pada avat (1] mempunyai fungsi sebagai bernkut:

a. pendataan lkependudulkan (an polayvanan administrasi
pemerntahan lamnya;

b, pemeliharaan keamanail, ketertiban masvarakat, dan kerokunan
hidup antar warga dan kebersihan lingkungan;

¢ pembuat gagasan dalam  pelaksanaan pembangunan dengan
mengemnbangkan aspirasi masyarakat;

d. penggerak swadava golong royong dan partisipasi masyvarakat o
wilavahnya: dan

c. melaksanakan fugas Jain yvang dibernkan camat dan/atau luvan,
sesual dengan fungsinyva.

BAB X
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN
Pasal 19

(1] Kepale Lingkungan diberhentikan oleh Camar atas 1sul Lural.



(2]

(1)

(2}

(1)

{2
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Peinberhentian sebagaimana dimaksud pada ayvat {1) terjadi

dalam hal Kepala Lingkungan:

a. meninggal dunig;

b. ridak lagi memenuhi persyaratan sebsgaimana dimaksud
ctalam Pasal 14, :

¢. ¢hvonis pidana oleh Pengadilan vang telah mempunyai
keliuatan hukum tetap,

d. tidak dapat melaksanakan pekerjaannyea selama 3 {tiga) bulan
brerturat-turat; dan

C.oAatas permintaan sendin

Pasal 20

Masvarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala
Lingkungan dalam masa jabatannya kepada Camat melalun
Lurah.

Pemberhentian  sebagaimana dimaksud pada avar 1) termjadi

dalam hal Kepala Linglkungan:

a. melakukan tndakan yang nyata-novata merugikan  atau
merusak nama  bhailk masyvarakar setempat,  lkelurahan,
pemerintah daersh, atau pemerintah;

b. herkineria burulk;

nmelakukan perbuatan tercela atau tidak terpu;

d. bersikap  otoriter, dan  tidak adil terhadap masvarakat
setermpat; dan

e, memprovokasi, membuat kKeonaran, memfitnah, mengadu-
domba, atau perbuatan lainnya yang mengganggu ketertiban
umum dan/atau kepentingan masyvarakat setempat,

=
o
'

Pasal 21

Camal dapat memberhentikan sementara Kepala Lingkungan dan
jabatannva, apabila Kepala Lingkungsan yang hersangkutan
tersehut  tersangkur kasus pidana vang belum mempunyal
kekustan hukum tetap.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penvelenggaraan
pemerintahan  lingkungan, maka Camat dapat mengangkat
Pelaksana Tugas Kepala Linghungan untult melaksanakan tugas
sehar-hari sebagai Kepala Lingkungan apabila:

A, kepala hmghkungan tersebut berhenti dalam masa jabatannya
selragaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2] atau Pasal 20
ayar (2} atau

b. kepala lingkungan  tersebut  diberhentikan sermentara
sebagaimana dimaksud pada avat (1}
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BAB X
MASA BAKTI KEPALA LINGKUNGAN

Pasgal 22

i1 Kepala Lingkungan diangkat untuk masa baktl 3 {n1ga; rahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatarn berkutnva.

(4] Pengangkatan Kepala Lingkungan untiok masa halti herikitnya

schagaimana dimaksud pada avat [1] harus sesual dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

BAL XI
PENDANAAN
Pasal 23
Pendanaan aras pelaksanaan Peraturan Daerah ini Dersumber dari
APRLY
BAB Xl
INSENTIF

Pasal 24

(1} Dalam melaksanakan tugas darn fungsinva, Kepala Lingkungan
dapat diberikan insentif vang bersumber darl APEL.

{2] lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibemikan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan dacrah.
BAR XIII
KETENTUAN FPERALITIAN
Pasal 25
Kepala Lingkungan vang telah diangkat dan belum habis masa

jabarannyva  sebelum  berlakunya  Peraturan Daerah  inl, telap
menjalankan tugasnya sampal dengan heralchir masa jabatannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTLUFP
Pasal 26
Pada sast Peraruran Daerah inmt mulai berlaku, maka semua

peraturan perundang-undangan daerah vang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dicabut dan dinvatakan ridak berlaku.
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Pasal 27
Pada saat Peraturan Daerah Ini rmulai berlaku, maka ketentuan
mengenai pembentukan lingkungan sebegaimane dimaksud dalam
Pasal 5 diberikan waktu 3 {tiga] tehun untuk dilakukan penataan
lingkungannyva.

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannyae dalam Lembaran
Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tangpal 2 Qktober 2017

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DZULMI ELDIN 8

Diundangkan di Medan
pada targeal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS ERAH KOTA MEDAN,

M
SYAIFULBAHRI
LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINS] SUMATERA
UTARA: (53/137/2017).



